BALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 31 /404.101.2/2026

TENTANG

PENETAPAN PRESTASI KERJA
SEBAGAI KRITERIA DALAM PEMBERIAN

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3)

Mengingat

Peraturan Bupati Ngawi Nomor  Tahun 2025 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Prestasi Kerja
Sebagai Kriteria Dalam Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2026.

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6897);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administasi ke Dalam Jabatan

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287
Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam
Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2025 Nomor 06);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 14 Tahun 2025 tentang Nilai
dan Kelas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2025 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Ngawi Nomor 61 Tahun 2025 (Berita
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 63);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025
Nomor 176);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 136 Tahun 2024 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 134)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi
Nomor 12 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2025 Nomor 14);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Prestasi Kerja Sebagai Kriteria Dalam Pemberian

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Tahun Anggaran 2026.

: Prestasi Kerja scbagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

merupakan prestasi Pemerintah Dacrah yang diukur dari
capaian sebagai berikut:

a. capaian opini badan pemeriksa keuangan terhadap laporan
keuangan Pemerintah Daerah; dan

b. capaian predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kasat, dan Kabag dalam lingkup
Pemerintah Kabupaten Ngawi.




